
ten tang 
Republik 

Lembaran 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Be bas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

ten tang 
dalam 

Tahun 1950 
Kabupaten 

Nomor 13 
Daerah- Daerah 

1. Undang-Undang 
Pembentukan 

Mengingat 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 
38 Tahun 2018 ten tang Penetapan Keadaan Darurat Akibat 
Bencana Tanah Longsor di Desa Karangtejo Kecamatan 
Kedu Kabupaten Temanggung, maka perlu penanganan 
secepatnya; 

b. bahwa keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam, 
bencana sosial, dan bencana lainnya, pembiayaannya 
dapat dibebankan pada anggaran Belanja Tidak Terduga; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b terse but, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk 
Penanganan Bencana Tanah Longsor di Desa Karangtejo 
Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung; 

BUPATI TEMANGGUNG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR . TAI-{UN 2018 

TENT ANG 

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA 
UNTUK 

PENANGANAN BENCANA TANAH LONGSOR 
DI DESA KARANGTEJO KECAMATAN KEDU KABUPATEN TEMANGGUNG 

BUPATI TEMANGGUNG 
PROVINS! JA WA TENG AH 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah · (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 .Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4829); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 
Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung 
(Lembaran Daerah Ka bu paten Temanggung Tahun 2011 
Nomor 26); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bencana Alam di Kabupaten Temanggung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 17); 
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(1) Pelaksana dan penanggung jawab Belanja Tidak Terduga untuk 
penanganan bencana tanah longsor di Desa Karangtejo Kecamatan 
Kedu Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Temanggung dan selanjutnya bertindak selaku Pejabat Pengguna 
Anggaran. 

(2) Pelaksana dan penanggung jawab Belanja Tidak Terduga untuk 
penanganan bencana tanah longsor di Desa Karangtejo Kecamatan 
Kedu Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati . 

Pasal 2 

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan bencana tanah 
longsor di Desa Karangtejo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung 
sebesar Rp150.000.000,00 (seratus Zima puluh juta rupiah) dipergunakan 
untuk memperbaiki bahu jalan dan kopel jembatan Kali Datar. 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BELANJA 
TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN BENCANA TANAH 
LONGSOR DI DESA KARANGTEJO KECAMATAN KEDU 
KABUPATEN TEMANGGUNG. 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 
Tahun 2018 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2018 Nomor 10); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 96); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah -beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Penetapan Keadaan Darurat Akibat Bencana 
Tanah Longsor di Desa Karangtejo Kecamatan Kedu 
Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2018 Nomor 39); 

·, 
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BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 NOMOR 1.1 .. 

SUYONO 
- 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG, 

ASISTEN PEMERINTAHAN 

Diundangkan di Temanggung 
pada tanggal , / '-"' , 

M. AL KHADZIQ 

Ditetapkan di Temanggung 
pada tanggal 1:,, .ox ~r.:be.: ,::G1G 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Temanggung. 

Pasal5 

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018. 

Pasal 4 

Pelaksana dan penanggung jawab Belanja Tidak Terduga untuk 
penanganan bencana tanah longsor di Desa Karangtejo Kecamatan Kedu 
Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib 
memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal3 


